
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.406, 2011 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Fasilitasi Sarana
dan Prasarana. Standar. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.54/Menhut-II/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.41/MENHUT-II/2011 TENTANG STANDAR FASILITASI SARANA DAN
PRASARANA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL

DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.41/Menhut-II/2011 telah ditetapkan standar fasilitasi
sarana dan prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL) model dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi (KPHP) model;

b. bahwa dalam rangka menunjang fasilitasi sarana dan
prasarana lebih mendorong efektifitas beroperasinya
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung model dan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi model, perlu
menambah jenis sarana dan prasarana KPHL Model dan
KPHP Model;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
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Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi Model;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Kpts-II/2008
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009
tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 14);

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010
tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan
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Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 62);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 405);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 655).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.41/MENHUT-II/2011
TENTANG STANDAR FASILITASI SARANA DAN
PRASARANA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
LINDUNG MODEL DAN KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI MODEL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-
II/2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan
Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 283) diubah, sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Fasilitasi sarana dan prasarana KPHL Model dan KPHP Model
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:

a. bangunan kantor;

b. kendaraan operasional;

c. peralatan kantor;

d. peralatan operasional; dan

e. sarana pendukung kegiatan pengelolaan hutan.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat baru berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 3

(6)Sarana pendukung kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, meliputi :

a. pembuatan pal batas blok atau petak; dan

b. pembuatan jalan pendukung pengelolaan hutan.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2011

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR
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